
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
I BUKOTA JAKARTA 

NOMOR 279 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATP, KERJA 
PA \JTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

,, enimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerati 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasa, 44 
ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Guberiui-
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata ferja Panti Sosial Asuhan 
Anak Putra Utama; 

Kliengingat 	1. Undalg-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; • 	2. Uncla-)g-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

5. Unda^,g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengdolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provins 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bukota Negara Kesatuar 
Republik Indonesia; 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentuKan 
Peraturan Perundang-undangan; 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tent,3ng Sistem Peradilan Anak; 
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10. Undang- indang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

11. Undang-Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200E tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturai Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinst dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

• 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran 
Kesejahteraan Sosial; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebag3imana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri D3lam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola 
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan • 	Penyandang Disabilitas; 

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial; 

23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

24. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman, 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan; 

25. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan 
Panti Sosial; 

26. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan 
Pelayanan Jaminan Kesehatan; 

27. Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Sosial; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI 
DAN TAT,N KERJA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota ,Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Peraggkat Daerah sebagai 
unsur pehyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernu.-  adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus 

• 
Ibukota J,akarta. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota ,akarta. 

6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat 
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro 
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

12. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama adalah Panti Sosial Asuhan 
Anak Putra Utama Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

13. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama. 

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah 
Unit Kerja atau Subordinat SKPD. 



16. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 
dengan 18 (delapan) tahun meliputi anak yang mengalami perlakuan 
salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan 
hak asuh dari orang tua/keluarga. 

17. Anak Jalanan adalah Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang 
bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang 
menghasikan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup 
sehari-hari. 

18. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang 
menjadi sanksi pidana. 

19. Sasana adalah salah satu sarana pelayanan bimbingan sosial dan 
keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Asuhan Anak Putra 
Utama. 

(2) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sebagaimana pada ayat (1), 
terdiri dari : 

a. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1; 

b. Panti osial Asuhan Anak Putra Utama 2; 
c. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3; dan 
d. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4; 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(1) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama merupakan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan 
pengasuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak yang berhadapan 
dengan hukum. 

(2) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama dipimpin oleh seorang Kepala 
Panti yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal 4 

(1) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan, pembinaan dan pengasuhan anak terlantar, anak jalanan dan 
anak yang berhadapan dengan hukum. 



(2) Untuk rr.elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama; 

b. pelakszmaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama; 

c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan, 
pernbinaan dan pengasuhan anak terlantar, anak jalanan dan anak 
yang berhadapan dengan hukum; 

d. pelaksanaan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi, observasi, 
identifikasi, motivasi dan seleksi; 

e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi 
dan penempatan dalam Panti; 

f. pelaksanaan asessment meliputi penelaahan, pengungkapan dan 
pemah3man masalah dan potensi; 

g. pelaksanaan perawatan, meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, 
pangan dan pemeliharaan kesehatan; 

h. pelaksanaan pembinaan meliputi pendidikan, pembinaan fisik, 
birnbingan mental, spiritual, sosial dan keterampilan; 

i. pelaksanaan kerja sama pembinaan keteramoilan dengan lembaga 
lainnya; 

pelaksanaan pemberian bantuan advokasi. bantuan sosial dan 
perlindungan sosial; 

k. pelaksanaan penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke 
lembaca lainnya; 

I. pelak.sanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi, 
asistensi, pemantapan dan terminasi; 

m. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana 
dan sarana Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama; 

n. pelakslaaan koordinasi dan pengembangan kerja sama serta 
kemitraan dengan lembaga lainnya; 

o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama; 

p. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama; 

q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan 
perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Asuhan Anak Putra 
Utana 

r. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Asuhan Anak 
Putr.3 Utama; 

s. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik; 

t. pelaks3naan publikasi kegiatan dan pengatu-an acara Panti Sosial 
Asuhan Anak Putra Utama; dan 

u. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama. 



BAB IV 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama, terdiri dari : 

a. Kepala Panti; 
b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Satuail Pelaksana Pelayanan Sosial; 

d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan 

e. Subkelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Kepala Panti 

Pasal 6 

Kepala Panti nempunyai tugas : 

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pant; 
Sosial Asulan Anak Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 

b. mengoordhasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dar 
Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau 
Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama; dan 

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama. 

Bagian Ketiga 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 7 

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan 
administrasi Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utaria. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab i.epada Kepala Panti. 

Subbagiar Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama esuai dengan lingkup 
tugasnya; 

(3)  
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan 
dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra 
Utarna; 

d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis sesuai 
dengar lingkup tugasnya; 

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama; 

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama; 

g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial 
Asuhan Anak Putra Utama; 

h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan 
perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Asuhan Anak 
Putra Utama; 

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial 
Asuhan Anak Putra Utama; 

j. melak-Sanakan pengelolaan informasi pelayanan publik; 

k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang; 
I. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial 

Asuhan Anak Putra Utama; 

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan 
dan akuntabilitas Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama; dan 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usaha. 

Bagian Keempat 

Satuan Pelaksana Pelayanan Scsial 

Pasal 8 

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama dalam pelaksanaan kegiatan 
pelayanan sosial. 

(2) Satuan F'elaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala 
Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Panti. 

Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan 
jabatan struktural. 

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas. 

(5) Satuan Palaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 
PantI Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup 
tugasriya; 

(3) 



b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan 
sosial anak terlantar, anak jalanan dan anak yang berhadapan 
dengan hukum; 

d. melaksanakan penjangkauan dan pendel(atan awal meliputi 
observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi; 

e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan 
administrasi serta penempatan dalam Panti; 

f. melaksanakan asessment meliputi penelaahan, pengungkapan dan 
pemahaman masalah dan potensi; 

g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan; 

h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan; 

i. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas 
kehiduPan sehari-hari (Activity Daily Living); 

j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial. 

Bagian Kelima 

Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial 

Pasal 9 

(1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama dalam pelaksanaan kegiatan 
pembinaan sosial. 

(2) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala 
Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Panti. 

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan 
jabatan struktural. 

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas. 

(5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai 1ugas : 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan 
angga -an Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 

c. menyt.sun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan 
sosial anak terlantar, anak jalanan dan anak yang berhadapan 
dengan hukum; 

d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial; 

e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga; 

f. melaksanakan pembahasan kasus; 



g• melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial; 
h. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, 

keterarnpilan dan rekreasi; 
i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan 

terminasi; 
melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti; dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial. 

Bagian Keenam 

Subkelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama dapat mempunyai Subkelompok 
Jabatan Fffigsional. 

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial 
Asuhan Anak Putra Utama. 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahliE nikompetensi Pejabat 
Fungsiondl, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial 
Asuhan Anak Putra Utama sebagai bagian dari Kelompok Jabatan 
Fungsional Dinas Sosial. 

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti. 

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat 
Fungsional yang berkompeten dan berintegritas. 

(4) Ketentuar lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Asuhan 
Anak Putra Utama diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

SASANA ASUHAN ANAK 

Pasal 12 

(1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan 
Anak Putia Utama dapat dibentuk Sasana Asuhan Anak sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubemur melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2) Sasana Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan 
di bawah c;an bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas usul Kepala 
Panti. 
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(3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural 
serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas. 

BAB VI 

ESELON 

Pasal 13 

(1) Kepala Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan 
Struktural Eselon III A. 

(2) Kepala Supbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2), merupakanJabatan Struktural Eselon IV A. 

BAB VII 

TATA KERJA 

Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Asuhan Anak 
Putra Utama wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kepala P3nti mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan 
SKPD/UK1'D dan/atau instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama. 

Pasal 15 

Kepala Panti. Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kec,ala Satuan Pelaksana, 
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Asuhan Anak 
Putra Utama wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip 
koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, 
transparansi, efektivitas dan efisiensi. 

Pasal 16 

(1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan 
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti 
Sosial Asuhan Anak Putra Utama wajib memimpin, mengoordinasikan, 
mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk 
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-
masing. 

(2) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan 
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama wajib me,ngikuti dan mematuhi 
perintah k.edinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan 
peraturan De ru nd a ng-u nd angan. 

Pasal 17 

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana 
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Asuhan Anak 
Putra Utama wajib mengawasi dan mengendaliken pelaksanaan tugas 
bawahan mas,ng-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan. 
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Pasal 18 

(1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan 
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada 
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama wajib menyampaikan laporan dan 
kendala pelaksanaan tugas kepada atasan rnasing-masing sesuai 
dengan kEtentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang cliterima sebagai bahan 
pengannbi!an keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Pasal 19 

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro organisasi dan RB melaksanakan 
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi 
birokrasi terhadap Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB VIII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 20 

(1) Pegawal pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama merupakan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 

a. Pegawai Negeri Sipil; dan 
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang Aparatur Sipil Negara. 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Panti Sosial Asuhan Anak 
Putra Utama mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD 
dan Biro ()rganisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian 
Dinas Sosial. 

BAB IX 

KEUANGAN 

Pasal 21 

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Putra 
Utama clibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pengelelaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
keuangan negara/daerah. 

Pasal 22 

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Panti 
Sosial As.Lihan Anak Putra Utama merupakan pendapatan daerah. 

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
keuangan negara/daerah. 
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BAB X 

ASET 

Pasal 23 

(1) Aset yan dipergunakan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 
sebagai prasarana dan sarana kerja merupak2n aset daerah dengan 
status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan • 
peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara! 
daerah. 

Pasal 24 

(1) Prasarane dan sarana kerja yang diterima oleh Panti Sosial Asuhan Anak 
Putra Utama dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari 
Pihak Ketiga kepada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama calam 
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang 
daerah. 

(2) Penerirnaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan 
kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pen elola 
Keuanaan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah UD) 
untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BM ) 

BAB Xl 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 25 

(1) Panti Sos,a1 Asuhan Anak Putra Utama menyusun dan menyampaikan 
laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-
waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan : 

a. kepegawaian; 
b. keuangan; 
c. baran; 
d. kinerja; 
e. akuntabilitas; dan 
f. kegiatan. 

Pasal 26 

Dalam rangka akuntabilitas Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 
mengembanglcan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem 
pengendalian internal Dinas Sosial. 

BAB XII 

PENGAWASAN 

Pasal 27 

Pengawasan terhadap Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama dilaksanakan 
oleh : 

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; dan 

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 
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BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 28 

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja anti Sosial Asuhan Anak 
Putra Utama diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan 
Gubernur t-3rsendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan 
daerah dan 3rioritas daerah. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 

Pada saat 1:),?.raturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 61 
Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial 
Asuhan Anak Putra Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

Peraturan GJbernur ini mulai berlaku pada tanggal d.undangkan. 

Agar setiap ,Drang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2014 
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

ttd. 

BASUKI T. PURNAMA 

Uundangkan di Jakarta 
pda tanggal 31 Desember 2014 
SEKRETARIS DAERAH F ROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2014 NOMOR 62146 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

SRI RAHAYU 
NIP 195712281985032003 



SATUAN PELAKSANA 
PEMBINAAN SOSIAL 

KEPALA PANTI 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBKELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

SATUAN PELAKSANA 
PELAYANAN SOSIAL 

1 

Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakart.a 

Nomor 279 TAHUN 2014 
Tanggal 	1 Desember2014 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd. 

BASUKI T. PURNAMA 
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